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BUPATI GUNUNG IIIAS

PROVINSI KALIMANTAII TTNGAII

PERATURAN BUPATI GUI{UfiG IIIAS

I{OMOB 44 TAHUN 2OL4

TENTANG

PEITDAFTARAI{, PENDATAAII, DA![ PELAPORAN OBYEK DAI{ SUBYEI(

PA"IAIT BUMI DAT{ BA3{GUT{A!T PEBDESAAI{ DAI{ PERTI,OTAA$

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YAI{G MAHA ESA

BUPATI GUNUI{G MAS,

a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

merupakan salah salah satu sumber Pendapatan Daerah
guna membia3,ai pen3relenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pembangllnarr Daerah di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

b. bahu,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentalg
Pendaftaran, Pendataan dan Pelaporan Obyek dan Sub3'ek
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lemiraran Negara Tahun 1997
Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091)
sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129
Tambahan Lembaran Negara Nomor a0a8);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AA2 tentang Pemtrentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Puiang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a1B0);

3. undang-undang Nomor 14 Tahun 2oo2 tentang pengacliian
Pajak {Lembaran Negara Tahurl 2OO2 Nomor 27 Tambahan
Lembaran Negara Nornor 4181' I,rrI

Mengingat :



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa38);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarair Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAg Nomor 130), tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

6. IJndang-undang Nomor 12 Tahun 2AlI Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A17 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Ni:mor 244, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor B Tahun 198i tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 198i l{omor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

9" Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengar.vasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor a593);

10. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2AA7 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor a737);

11" Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah Atar,r Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2A1.4
tentang Pernbentukan Produk Flukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 33);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang rnenjadi
kew.enangan Kabupaten Gunung Mas;

14. Peraturan I)aerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun
2OL2 tentang Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan; 
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAIT BUPATI TII{TANG PTITDAF:TARAIY,
PEI{DATAAil, DAri[ PELAPORAIY OBYEK DAI{ SUBYEK
PA"IAK BUMI DAN BAITGUIIAI{ PERDESAAIT DAN
PERKOTAAN.

BAB I
KETEI{TUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas;

2. Pemerintah Daerah adaiah Penyeienggaraan urusarr Pemerintah oleh
Pemerintah Daerah dan Perau,akilan RakTat Daerah menurut asas otonomi
dan Tugas Pembentukan dengan prinsip Oton<lmi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerint.ah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai
Peyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;

6. Sekretariat Daerah adaiah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah l{abupaten
Gunung Mas;

B. Unit Pelayanan Pajak Daerah -vang selanjutnya disingkat UPPD adalah Unit
Pelayanan Pajak Daerah yang berada di wilayah Kecamatan;

9. Kepala Unit Pela;,anan Pajak Daerah _-vang selanjutnya disingkat Kepala UPPD
adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah yang berada di rvilayah
Kecamatan;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yangdimiiiki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor
perdesaan dan perkotaan, kecuali kau,'asan yang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;

11. Objek Pajak Perdesaan dan Perkotaan adalah oLrjek pajak bumi d.an/ atau
bangunan vang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuaii objek pajak bumi dan bangrinan sektor perkebunan,
perhutanan dan pertambangan;

12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak ,\/ang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
ctaerah; Il
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13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutrrya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk rnemberitahukan besar Pqiak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak;

14. Surat Ketetapan Pa,jak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pqiak yang
terutang beserta sanksi administrasi;

15. Nomor Pokok Wqiib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adaiah
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas
wajib pajak dan usaha wqiib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan daerah;

16. Nomor Objek Pqjak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas
yang diberikan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
danlatau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak;

BAB II
TATA CARA PEI{DAT"TARAIT DAI{ PELAPONAN SERTA PEITDATAAIT

PARIAI( BUMI DAIY BAIIGUIYA}I PERDESAAN DAIT PERKOTAAI{

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pelaporan

Pasal 2

t1) Setiap subjek pajak PBB-P2 rvajib mendaftarkan diri dengan menggunakan
SPOP PBB-P2.

t2) SPOP PBB-P2 harus diambil sendiri oleh subjek pajak atau kuasanl,a rli
UPPD sesuai dengan tampat kedudukan objek pajak atau tempat iain
-vang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pelal.anan Pajak.

{3} SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang - kurangnya
memuat:

a. data subjek pajak;

b. data objek pajak; dan

c. NOP"

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SPOP PBB-P2
dimaksud pada *ypt (3) ditetapkan dengan Keputusan
Pendapatan Daerah. I

t

sebagaimana
Kepala Dina.s
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Pasal 3

SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani dan disampaikan kepada
Kepala UPPD paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal
di terimanya SPOP PBB - P2 oleh wajib pajak.

Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pajak perseorangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

fotokopi Karhr Keluarga (KK);

Surat Keterangan Tanah (SKT);

fotokopi Sertilikat Tanah; dan

fotokopi lzrn Mendirikan Bangunan (1MB) bagr bangunan yang telatr
memiliki 1MB sesuai dengan ketentuan peratrrran pemndang-undangan.

(3) Penyampaian SPOP PBB-P2 untuk subjek pa,iak badan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

fotokopi identitas diri dari subjek pqiak yang menandatangani SPOP PBB-
Y2 atau surat kuasa dari Direktur Utama apabila penanda tangan SPOP
PBB-P2 dikuasakan;

fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya;

fotokopi sertifikat tanah dan/atau bangunan badan usaha;

dalam hal wajib pajak badan menguasai, memanfaatkan dengan
memperluas atau menambah objek pajak berupa tanah dan/atau
bangunan, maka harus melampirkan bukti penguasaan atau
pemanfaatan objek pajak dimaksud; dan/atau

fotokopi 1MB dan apabila subjek pajak masih dalam proses pengurusan
melampirkan tanda terima permohonan IMB dari Dinas Pekerjaan Umum.

Fasal 4

(1) Berdasarkan penyampaian SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, kepada subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB- P2.

(21 NOP PB.E,-PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan unhrk setiap
objek pqiak PBB-P2.

(3) NOP PBB-P2 sebagai identitas objek pajak dalam administrasi perpajakan
dan berfungsi sebagai sara.na bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan
kewqjiban.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberipn NOP PBB-P2 diahrr
dengan Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. I
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Pasal 5

SPOP PBB-P2 yang tidak disampaikan atau dilaporkan setelatr mendapat
teguran secara tertulis dalam janska wakhr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), Kepala UPPD menerbitkan SKPD secara jabatan.

Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua
puluh lima persen) dari pok<rk pafiak.

Pasal 6

SPOP PBB-P2 yang disampaikan atau dilaporkan tetapi diisi tidak benar atau
tidak lengkap yang berakibat jumlah PBB-P2 dalam SPPT lebih kecil dari
PBB - P2 yang sehamsnya terutang, Kepala UPPD menerbitkan SKPD secara
jabatan.

Penerbitan SKPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak.

Pasal 7

Benhrk format SPOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum
dalam L,ampiran yang menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Gunung Mas ini.

Bagtan Kedua
Peadataan

Pasat 8

Kepala UPPD dapat melakukan pendataan atas subjek pqiak atau objek pajak
PBB-P2 dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB-P2 atau akurasi data
SPOP PBB - P2 yang ada pada kantor UPPD.

Hasil pendataan objek pqiak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara pendataan dan laporan hasil pendataan.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pada
subjek pajak diberikan NPWPD dan NOP PBB P-2 dan sebagai dasar
diterbitkannya SPPT.

(a) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat {21, digunakan untuk
menerbitkan SKPD PBB-P2 dengan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 apabila subjek pqiak tidak
menyampaikan SPOP PBB-P2 atau SPOP PBB-P2 yang telah
disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat PBB-P2
kurang dibayar.

(5) Pendataan sebagaimana dimaksud
PBB-P2. I

v

pada ayat (U, menggunakan SPOP



BAB NI
XBTEilTUAIT PTIUUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal ?p Wt;a}"lo* \Oq

BUPATI GUNUNG MAS,

DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada taiggat tbl DfSamLrr PLl

ARIS DAERAH
ATEN GUNUNG MAS,

KABUpATEN GUNUNG MAS TAHUN zot4 NoMoR 
"14/ 

%|fl
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LAMPIRAN
PERATURAI{ BUPATI GUNUNG MAS
NoMoR 4{ taxur 2014
TENTANG
PENDAF"TARAN, PENDATAAN, DAN
PELAPORAN OBYEK DAN SUBYEK
PA"TAK BUMI
PERKOTAAIY

FORTIA SPOP PBB.P2

DAN BANGUNAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

SURAT PEMBERITAHUAI\I OBJEK PAJAI(

DINAS PENDAPATAN DAERAH :

2.NOP

3.NOPBERSAMA

4.NOPASAL

5. NO SPPTLAMA

11. STATUS

12. PEKERJAAN

n r. r".i,* [ r. **r"*u

nr. n*r*) [2. aem,rou*y

!:. rengaou

fl:. nensiunan*)

9. RW

m
10. RT[rn

n o.Pemakai

[ +. nua* f|.rui*yu

13.NAMA SUBJEKPAJAK

15. NAMA JALAN

17. KELURAHAN/DESA

20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS

I

21. NOMOR KTP

18. RW

m

I f.PerekamanData I z.PemutakhiranData [ :.PenghapusanData

PR DTII KEC KELIDES BLOK NOURUT KODE

6. NAMA JALAN

I

8. KELURAHAN/DESA

7. BLOK / KAV / NOMOR

D t. **t"o

22. LUAS TANAH

24.JENISTANAH ! t.fanan+ [-l z.Kavlins n 3.TanahKosongI Bangunan l-r siap Bangun r-r

Catatan: *) yang pengbasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan

fl +. r*m* Umum

23. ZONANTLAT rANAH m

19. RT

[rn

A. INFORIl,{SI T,{}IBAI{,{N I1\"I'L]K D \T{ T}AItI.I

Ir. t)ATA t_Ft1'AK Ot].illK t',{.tAK

C. I).{l-A Strli.tEK I'.\.1,{K

D. DATA T.{\AH



25. ruMLAH BANGUNAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam lir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap
menurut keadaan yang sebenamya, sesuai dengan Pasal 9 ayat(2) Undang-undangNo.l2 Tahun 1985.

26. NAMA SI.JBJEK PAJAIU
KUASANYA

27. TANGGAL 28. TANDA TANGAN

Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkao
Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajalg supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
Batas waktu

SKET / DENAII LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran
KETERANGAN :

- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan denganjalan rayal
jalan protokol,jalan lingkungan dan lain-lain, yang
mudah diketahui oleh umum-

- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara"
Selatan, timur dan barat

___l

--l
Burhan



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

S:NS PNNCGUNAAN 1. Perumahan

BANGLTNAN

[ +. fotolapotiVfasar/Ruko I s. n rrn Sakit/Klinik

I z.noteuwisma

I ro.Lui"-rui"

fl t:.epu*.*

I ro.ceooog s"totutt

l-l 1. SangatrJ 
Baik

I r. nqiu

! r. o"".utorl
Beton/
Gtg Glazur

I r. ru".t
Aluminium

! o. ridakAda

n 1. Marrner

n 1. Akustildl-l Jafi

No. formulir

2. Perkantoran Swasta

I t. r*gk vcoo*girot"i*

I tr.n gTidakKenaPajak

fl ,0.*o.naBensin

T.JUMLAHLANTAI

3. Pabrik

I o. OlahRaga/Rekreasi

I l. GedungPemerintah

I rzs-g*- Parkir

I rs.r*gki Minyak

I a. rercr

f] u.**
fl a. aru".

I o.**

l-l +. tninpclt-l Papan

6. LUAS BANGUNAN

(M2)

8. THN DIBAI.IGT}N

9. THNDIFGNOVASI

11. KONDISI PADA
TJMI.'MNYA

12.KONSTRT'KSI

13. ATAP

14. DINDING

15. LANTAI

16. LANGIT.LANGIT

rrrn

n
l
n

2. Baik

2. Beton

2. Gtg Betoo/
Aluminium

IO.DAYALISTRIK
TERPASAIIG (WATT)

fl3. sedms

[:. natu nata

[ :. crg ni*ul
SiraP

I r. r*nurul
Conblok

I z.n",oo

I z. reramit< [ :. rera*o

l-l 2.Triplek/Asbes ! 3.TidakAdaI I Bambu I

f r. s.ng

f, s. s.ng

I s. s.*.n

18. AC Sentral

20. LUAS PERKERASA\I }L{LA.N{AN (M2)

fT.fT-n Ringan

[fffn Sedang

I r. aau [2. rataaa

TTrrn

25. PEMADAM
KEBAKARAN

E l. Hydrant
E Z. Sprinkler
tr:. rire et.

Berat

Dengan Penutup
Lanai

23. JUMLAHTA}IGGA
BERIALAN

Lbr<0,80M f]t
Lbr> 0,80 M nt

l. Ada E z. ridat< a
tr t.Ada flz. riaat a,

tr t. aaa EI z. toaka

27. KEDALAMAN SUMUR

22. JIIMLAI.I LIFT

[Tl renumpang

24. PANJANG PAGAR
(M)

BAHAN PAGAR I r.Baja/Besi n ,.Bl%"

26.IML.SALURAN rrm
PES.PABX ARTESIS

ilt lt



L:i,:,]iili::,i:
r,li:,:.]€ii+

BUPATI GTINUNG MAS,

34.

35. KELAS
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